TAHUN

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG
2010 NOMOR : 31

EMAH RIPAH WIBAWA' MUK
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TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

:a. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamian Bagian

Ketahanan Pangan masing-masing telah ditetapkamgadeferaturan
Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang iBmdugas Pokok
dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah ERatmlung dan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008atg Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi padat&ei&teDaerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotalBag;

. bahwa dengan dengan telah terbitnya Peraturan Datota Bandung

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PeraRamarah Kota

Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Sigunan

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, di mana arkethanan pangan
yang semula ditangani oleh Bagian Ketahanan Papgda Sekretariat
Daerah, saat ini menjadi urusan yang ditangani Dlielas Pertanian dan
Ketahanan Pangan, maka berdasarkan amanat PaBal&@ran Daerah
Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentdka Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaiméatadaibah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2R0fian Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja DinastaR&n dan

Ketahanan Pangan perlu diatur lebih lanjut olehikiggd Bandung;

c. bahwa ...



Mengingat

d.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesaich huruf a,

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan WalikotadBag tentang

Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan TkKggja Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpoko
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Urdiastgng Nomor
43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Niepte;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembéant®daerah
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya debgaang-undang
Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentandp&gian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Bd@ravinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangganasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@&7tang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Blaera

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 188tng Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun Z@@tang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2086iitang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Bahdung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daer&dh Bandung
Nomor 13 Tahun 2009;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2068tang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPaR0On) Z005-
2025;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2068atang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RH3WD) 2009-
2013;

12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 200&ig Tata Cara

Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersameputéfsan
Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN : ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINIAN TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Javat.
Walikota adalah Walikota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotduBan

Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian darhkatan Pangan.

© 0o N o g B~ wDbdPRE

Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnyangkat kesmavet

adalah segala urusan, yang berhubungan dengan ftamabahan-bahan

yang berasal dari hewan, yang secara langsung tatak langsung

mempengaruhi kesehatan manusia.

10.Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat keswdalala upaya
penolakan,pencegahan, pemberantasan dan pengqgieigakit hewan,
baik secara missal maupun secara individual.

11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkafl URlalah unsur
pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawabeatéanggung jawab
kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPT.

12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegdegeri Sipil yang

diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh olgabgte yang

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesagiad profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dagsif Dinas

Daerah.

BAB ...



(1)

(@)

3)

BAB Il
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin sdeinang Kepala

Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, miemga

merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordiamasikdan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaansan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi gas pembantuan di

bidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai deeganangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dichglesla ayat (2),

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi, bumsaha,
pengawasan mutu hasil pertanian, pencegahan dabhepamasan
penyakit hewan serta ketahanan pangan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayamam udi
bidang produksi, bina usaha, pengawasan mutu Ipastinian,
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sdhaRkan
pangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi, hisaha,
pengawasan mutu hasil pertanian, pencegahan dabepsmiasan
penyakit hewan serta ketahanan pangan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikotaaedengan tugas
dan fungsinya; dan

e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penggiaraan

kegiatan Dinas.

(4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut

a. menyusun dan menetapkan rencana program dan kedteas
berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoetaksanaan
tugas;

b. mendelegasikan tugas dan mengarahkan sasarankkebiapada
bawahan sesuai dengan program yang telah diteta@gar
pekerjaan berjalan lancar;

c. membina ...



. membina bawahan di lingkungan Dinas Dengan carahegkan
reward dan punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;

. menyelenggarakan penetapan kebijakan, pedoman idapinigan
pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi gEngendalian
lahan pertanian tingkat kota;

. menyelenggarakan bimbingan pengembangan dan peaybard
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkunmpiiatani
Pemakai Air Tanah (P3AT);

menyelenggarakan pengembangan, pembinaan dan pEsaEyaw
pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk, pestdad dan
mesin pertanian wilayah kota;

. menyelenggarakan bimbingan penanganan panen, pasea dan
pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultuesyah kota;

. menyelenggarakan bimbingan penerapan standar engopahan,
alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasail t@asaman
pangan dan hortikultura wilayah kota;

menyelenggarakan penerapan kebijakan alat dan mssita
penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan peaadanh air untuk
usaha peternakan, keswan dan kesmavet wilayah kota;
menyelenggarakan identifikasi dan inventarisasiukaian alat dan
mesin peternakan, keswandan kesmavet;

. menyelenggarakan pelaksanaan temuan-temuan teknwdog di
bidang peternakan, keswan dan kesmavet wilayah kota
menyelenggarakan identifikasi dan inventarisasi ukéitan obat
hewan wilayah kota;

. menyelenggarakan pengawasan peredaran dan penggohah
hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obatahewilayah
kota;

. menyelenggarakan bimbingan penerapan dan starigas tainimal
Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong UnggB8/)(R
keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kestmaatuan
pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewanpdkyanan
keswan;

. menyelenggarakan bimbingan dan pelaksanaan kosseivarigasi
dan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaarumstuk usaha
tani;

p. menyelenggarakan ...



p. menyelenggarakan bimbingan penggunaan pupuk désigas

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaak gdapu

pestisida wilayah kota;

pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanak; pup
pengawasan pengadaan, peredaran dan penggundsit@egtayah
kota;

pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultilayah kota;

. pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pategan

hortikultura wilayah kota;

bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam,akoeh
terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayad; ko
bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangarhdseikultura

wilayah kota;

bimbingan pemantauan dan pemeriksdaygiene dan sanitasi
lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultuegyah kota;
pelaksanaan studi amdal/Upaya Pengelolaan Lingkurigaup
(UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dddbig
tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;

bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitissmauanaman
pangan dan hortikultura wilayah kota;

bimbingan penanganan panen, pasca panen dgolgien hasil
tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;

bimbingan peningkatan mutu dan pemasaran teasiman pangan
dan hortikultura wilayah kota;

penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanampangan dan
hortikultura wilayah kota;

bimbingan penerapan standar unit pengolahanhtrahsportasi, unit
penyimpanan dan kemasan hsil tanaman pangan dakutara
wilayah kota;

promosi komoditas tanaman pangan dan hordrautilayah kota;
pengawasan harga komoditas tanaman pangan datikuftura
wilayah kota;

gg. penyusunan ...



1)
(@)

3)

gg. penyusunan statistik tanaman pangan dan btk wilayah kota;

hh. bimbingan penerapan sistem informasi tanamanggra dan
hortikultura wilayah kota;

ii. membuat telaahan staf sebagai bahan kajianjakelm umum di
bidang produksi, bina usaha, pengawasan mutu pegénian serta
pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan;

jl. melakukan hubungan kerja fungsional dengan UKgrja di
lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Panganukunt
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;

kk. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bigaonduksi, bina
usaha, pengawasan mutu hasil pertanian serta pantéssn dan
pencegahan penyakit hewan sebagai bahan pertanagabgn
kepada atasan; dan

Il. melaksanakan tugas lain dari Walikota sesuajasu pokok dan

fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, memimrengarahkan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas bidiang

pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yangutiepengelolaan
umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunagram,
pengelolaan keuangan serta pengkoordinasiaan tugas-bidang;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimglesladayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan programredarana
Dinas;

b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelapoegiatdn
Dinas;

c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelaya
administrasi kesekretariatan dinas yang meliputiagtrasi umum
dan kepegawaian, program dan keuangan;

d. pelaksanaan ...



d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-Bidang;
dan

e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiata
kesekretariatan.

(4) Uraian Tugas Sekretaris :

a. menyusun program dan rencana kerja kesekretarisetasarkan
kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaisaugas;

b. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekegtar Dinas;

c. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan balmnsan
kebijakan tetknis operasional di bidang Pertanian &etahanan
Pangan;

d. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasiagelotaan
umum dan kepegawaian;

e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan programcama
kerja, pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas hidang

f. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasiageiodsan
keuangan;

g. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasiagelotman
pendokumentasian peraturan perundang-undanganpkplotian
hubungan masyarakat;

h. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan daamem
Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerjastdnsi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggumgpan
(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaarab
(LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahaerab
(IPPD) Dinas;

i.  menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;

j.  membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan akaabij
Kesekretariatan;

k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan UnitjaKeti
lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah iRsowdan
Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronpedaksanaan
tugas;

I.  melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pebkdisatugas
Kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawabapad&e
pimpinan; dan

m. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tymg&k®k dan
fungsinya.

(5) Dalam ...



(5)

1)

(2)

3)

(4)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi setbaga dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat, membawahkan :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Program dan Keuangan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seornéapala

Subbagian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempungaistpokok

melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris [ing&layanan umum

dan kepagawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalemlal ayat (2),

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunygsiun

a. penyusunan rencana dan program lingkup administnasim dan
kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pesigah naskah
dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraam&bletanggaan
Dinas, pengelolaan perlengkapan;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meligegiatan,
penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, pamyibphan
usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegavdan
kesejahteraan pegawai; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kuing
administrasi umum dan kepegawaian.

Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegaveaialah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidangnuian
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana dan program kerja operasional atieegi
administrasi umum dan kepegawagian

c. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan peanbin
dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Dinas;

d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan p@agir surat
surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentésikearsipan;

e. menyiapkan ...



10

menyiapkan bahan dan pemeriksaan penulisan tdtamdsas;
melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-dayss;
melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keanlaatartiban
dan kebersihan kantor;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkurigantor,
gedung kantor, kendaraan dinas dan asset lainnya,;

menyusun administrasi dan penyiapan rencana kednuisdrana dan
prasarana perlengkapan dinas;

melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistmbusia
inventarisasi dan pencatatan perlengkapan dinas;
melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendotasiae
peraturan perundang undangan;

melaksanakan pengumpulan pengolahan, penyimpanan da
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan fornaasirditasi
pegawai;

menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepégawang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiuartikk pegawai,
Karis/Karsu, Askes, Hukuman Disiplin dan pembepanghargaan
serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikutdidémn/
pelatihan struktural, teknis dan fungsional sej@nudinas;
melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaiam
pengembangan Kkarir serta disiplin pegawai;

menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasiyrerdan
cuti pegawai;

melaksanakan pengkoordinasiaan penyusunan adragiiddaftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftaut Ur
Kepangkatan (DUK);

membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan dangi
administrasi umum dan kepegawaian;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPIneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporarakpahaan
tugas; dan

v. melaksanakan ...



V.

11

melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tygd®k dan

fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Program

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh sgot&epala

@)

3)

(4)

Subbagian.

Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyais tpgkok

melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris [inglewangan dan

program.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalesladayat (2),

Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunygsifun

a.

pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rerksarsngan
dan program kegiatan Dinas;

pelaksanaan penyusunan program dan rencana kega;Di
pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis apealasi
pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang Pentanian
Ketahanan Pangan;

pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan péhenn
program dan kebijakan di bidang Pertanian dan kaetah Pangan;
pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunaorafap
pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Dinas;
pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunaorafap
pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakamandiPertanian
dan Ketahanan Pangan; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporarkuingegiatan
Sub Bagian Keuangan dan Program.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Program radaebagai
berikut :

a.

menyusun program dan rencana kerja di bidang keunargan
program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data wbim s
informasi di bidandPertanian dan Ketahanan Pargan
melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan dan pendkasian
penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;

d. melaksanakan ..



(1)
@)

3)
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d. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pgman rencana
strategis dinas;

e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kkassul
pelaksanaan penyusunan keuangan dan program;

f. melaksanakan fasilitasi dan penyusunan Rencanate§ta
(Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansenterintah
(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKRlan
Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah (LRRD)
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {IPRiAs;

g. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pengns@ncangan
peraturan perundang-undangan di bidang Pertaniarkdtahanan
Pangan

h. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancanuggaran
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

i. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijdkaidang
administrasi program;

J.  melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaagrgm dan
kegiatan Dinas;

I.  melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan paman laporan
pelaksanaan program, kegiatan, kebijakan dan unsaerintah di
bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporarakpahaan
tugas; dan

n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tymgk®k dan

fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi

Pasal 6

Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

Kepala Bidang Produksi mempunyai tugas pokok maladkisan
sebagian tugas pokok Kepala Dinas yang menjadi k@mgan di bidang
Pertanian dan Ketahanan Pangan lingkup Produksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalemlal ayat (2),
Kepala Bidang Produksi mempunyai fungsi :

a. penyusunan ...



(4)

13

a. penyusunan rencana dan program lingkup Produksasridkan dan
Perikanan serta Produksi Tanaman Pangan, Hortrultdan
Konservasi ;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Produksi Petemadan
Perikanan serta Produksi Tanaman Pangan, Hortrultan
Konservasi ;

c. pelaksanaan lingkup Produksi Peternakan dan Parikaserta
Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Konsendsn

d. monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaakumdProduksi
Peternakan dan Perikanan serta Produksi Tanamarga®an
Hortikultura dan Konservasi.

Uraian tugas Kepala Bidang Produksi adalah selmegiiut :

a. menyusun rencana program di bidang Produksi beidasa
Kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksamngas ;t

b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakaad&ep
bawahan sesuai dengan Program yang telah ditetajalgan
pekerjaan berjalan lancer ;

c. melaksanakan kajian bahan rumusan kebijakan, pedodsm
bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasiimasi dan
pengendalian lahan pertanian tingkat kota;

d. mengkaji penetapan sentra komoditas pertanian ahl&gta ;

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfdatan
pemeliharaan jaringan sumber-sumber air dan gasri;

f. melaksanakan pembinaan pengembangan dan Pemberdayaa
Perkumpulan Kelompok Tani dan gabungan Kelompok;Tan

g. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan konseirviaigjasi dan
penerapan teknologi optimalisasi pengolaaan aukunsaha tani ;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkah ben
tanaman dan bimbingan seleksi mutu bibit tanamamak dan
ikan ;

i. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyebaratibelnibi

tanaman, ternak dan ikan ;

j. melaksanakan pembinaan penggunaan pupuk dan gesfEkan

ikan dan pakan ternak, serta penggunaan alat nEsitanian
meliputi peternakan. Perikanan, tanaman pangamaoidikultura;

k. melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran cigungen
pupuk dan pestisida wilayah kota;

|. melaksanakan ...
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melaksanakan pembinaan dan pengembangan unit pskty@nan
pupuk;

melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran ruggumpaan
pestisida wilayah kota;

melaksanakan pemberian rekomendasi untuk izin usam@aman
pangan dan hortikultura wilayah kota;

melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin uaabean
pangan dan hortikultura wilayah kota;

melaksanakan pembinaan penerapan pedoman tekrastgm,
perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultufayah
wilayah kota;

melaksanakan pembinaan peningkatan mutu hasil &mgangan
dan hortikultura wilayah kota;

melaksanakan pembinaan penanganan panen hasila@an@angan
dan hortikultura wilayah kota;

melaksanakan perhitungan perkiraan kehilangan hasibman
pangan dan hortikutura wilayah kota;

melaksanakan pembinaan penerapan standar unit lpkago alat
transportasi, unit penyimpangan dan kemasan lashtan pangan
dan hortikultura wilayah kota;

melaksanakan penyusunan statistik tanaman pangealmodikultura
peternakan dan perikanan wilayah kota;

melaksanakan pembinaan penerapan sistem infornaasiman
pangan dan hortikultura wilayah kota;

mengkaji data peredaran bibit ternak, ikan dan npatkan ternak,
ikan penerapan teknologi peternakan dan perikaebagai bahan
perumusan kebijakan;

mengkaji bahan kebijakan pembinaan , bimbingankselmutu
ternak dan ikan di bidang Produksi;

melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pe&dsa
produksi peternakan dan perikanan;

mengkoordinasikan pengidentifikasian kegiatan pkrypertanian;
mengkoordinasikan penyebaran informasi pembangpedanian;
menganalisis dan menginventarisasi data kelembagatami dan
organisasi profesi bidang pertanian;

melaksanakan pembinaan kelembagaan petani dansagigorofesi
bidang pertanian;

dd. membuat ...
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gg. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusaakaebiji Bidang
Produksi;

hh. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDpeFRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

ff. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasn dzelaporan
pelaksanaan program Bidang Produksi sebagai pgdaggwaban
kepada pimpinan; dan

gg. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuagaie tugas pokok
dan fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagairdanaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Produlesnbawahkan :
a. Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan;

b. Seksi Produksi Tanaman Pangan , Hortikultura damsKorasi.

Paragraf 1
Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan
Pasal 7

(1) Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan dipimgh séorang Kepala
Seksi.

(2) Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan memap tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepalangidroduksi
lingkup produksi peternakan dan perikanan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalesial ayat (2),
Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan omgrapfungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup proqaeétsirnakan
dan perikanan;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup produ&strpakan dan
perikanan;

c. pelaksanaan lingkup produksi peternakan dan peaikagang
meliputi penetapan kawasan peternakan dan perikanan

d. penyebaran dan pengembangan peternakan dan perikana
bimbingan penggunaan bibit pakan, alat dan mesermekan dan
perikanan;

e. pengawasan peredaran bibit, pakan, alat dan mesgmnakan dan
perikanan;

f. pengawasan ...
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f. pengawasan mutu bibit, pakan, alat dan mesin Ed&am dan
perikanan;

g. bimbingan penerapan teknologi peternakan dan peikaserta
bimbingan seleksi mutu ternak dan ikan; dan

h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup prodokrnakan
dan perikanan

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Peternakan daikaPan adalah
sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograja @ebidang
Produksi Peternakan dan Perikanan sebagai pedosaiaksanaan
tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsugan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bavasmgan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rergama
program sebagai bahan untuk penyempurnaan hagih ldan
sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan kawasan petarndin
perikanan, penyebaran dan pengembangan peternalkan d
perikanan, bibit, pakan, alat dan mesin peternakanperikanan;

e. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakdndahg
produksi peternakan dan perikanan;

f.  menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pearantan
evalusi pelaksanan kegiatan produksi peternakamekanan;

g. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kessu
pelaksanaan bidang produksi peternakan dan perikana

h. menganalisa data untuk bahan kajian pelaksanaaat&eglibidang
produksi peternakan dan perikanan;

i. mengidentifikasi kawasan peternakan dan perikanamtuku
penyusunan bahan kebijakan;

j.  menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi bimbingglaksi
mutu ternak dan ikan di bidang produksi peternalamperikanan;

k. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebarnubibit, pakan,
alat dan mesin peternakan dan perikanan;

I.  melaksanakan bimbingan temuan temuan teknologi tiahidang
peternakan dan perikanan;

m. menyiapkan ...
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m. menyiapkan bahan kajian, pengenalan dan pengembagkyzologi
tepat guna bidang peternakan dan perikanan;
n. melaksanakan kerjasama dengan Iembaga-lembaga lagkno
peternakan dan perikanan;
0. melaksanakan bimbingan pemanfaatan air untuk upateanakan
dan perikanan;
p. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optamsili
pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha petermaperikanan;
g. melaksanakan bimbingan penerapan standar-stan#tars telan
sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga&emutu dan metode
wilayah kota;
r. melaksanakan bimbingan penggunaan bibit, pakah,dala mesin
peternakan dan perikanan;
s. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi petamattan
perikanan;
t. melaksanakan bimbingan seleksi mutu bibit, pak&at,dan mesin
peternakan dan perikanan;
u. melaksanakan pengawasan peredaran bibit, ternakdah mesin
peternakan dan perikanan;
v. melaksanakan pengawasan mutu bibit, pakan, alat rdesin
peternakan dan perikanan
w. melaksanakan identifikasi calon penerima dan calokasi
penyebaran dan pengembangan peternakan dan perikana
X. melaksanakan pengadaan, penyebaran bibit, pakatndah mesin
peternakan dan perikanan;
y. melaksanakan pemantauan penyebaran dan pengembangan
peternakan dan perikanan;
z. melaksanakan identifikasi kegiatan penyuluh peatani
aa . melaksanakan penyebaran informasi pembangpantanian;
bb. menginventarisasi data kelembagaan petani daganigasi
profesibidang pertanian;
cc. melaksanakan bimbingan kelembagaan petanmgmmisasi profesi
bidang pertanian;
dd. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi unéuiyusun laporan
pelaksanaan kegiatan produksi peternakan dan panka
ee. membuat telaahan staf sebagai bahan perurkeisigakan di bidang

Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan;

ff. melakukan ...
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ff. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPBmerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

jl. melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pelaporanaksainaan
Program seksi Produksi Peternakan dan Perikanaagaielbahan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

kk. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dehggas pokok

dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dars&ivasi

Pasal 8

Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dans&osasi dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan, Holtikultlaa Konservasi

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tuglask (Kepala

Bidang Produksi lingkup produksi tanaman pangantikudtura dan

konservasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalemlal ayat (2),

Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan sKasi

mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan dan menganalisa data lingkup prodtdsaman
pangan, hortikultura dan konservasi;

b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup produksart@em pangan,
hortikultura dan konservasi;

c. melaksanakan lingkup produksi tanaman pangan, kintittra dan
konservasi yang meliputi penetapan Sentra Komodii@saman
Pangan dan Hortikultura,bimbingan penggunaan pupldn
pestisida, bimbingan penggunaan alat dan mesinarpar,
pembinaan dan pengawasan penangkar benih tanamavindan
seleksi bibit tanaman, penanggulangan wabah hamapédayakit
tanaman, pengawasan penyebaran bibit tanaman padgan
hortikultura,bimbingan pemanfaatan sumber—sumbyedan irigasi,

bimbingan dan pemantauan produksi benih, pengamatan

identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analismphk kerugian

organisme  pengganggu tanaman, penyediaan  dukungan

pengendalian, eradikasi tanaman, pengaturan daakgaelaan
penanggulangan wabah hama dan penyakit tanamaypatvikota;
dan

d. mengevaluasi ...
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mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan lingkupdugso

tanaman pangan, hortikultura dan konservasi.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Tanaman Part@mikultura dan

Konservasi adalah sebagai berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan prograja &éudang
Produksi tanaman pangan, hortikultura dan konsersabagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sieugan
program dan rencana yang telah ditetapkan agarrgroglapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bavekmgan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rergama
program sebagai bahan untuk penyempurnaan hagih ldan
sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

memerikasa data sebagai penyusunan bahan kebigikatang
produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservas

menyusun dan menyaiapkan bahan laporan hasil pataantdan
evaluasi pelaksanaan kegiatan produksi tanaman apang
hortikulturan dan konservasi;

menyusun dan menyiapkan bahan bimbingan penggupapuk
dan pestisida dan bimbingan penggunaan alat dam p&ganian;
menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kkassul
pelaksanaan bidang produksi tanaman pangan. Hibuti&gudan
konservasi;

menganalisa data untuk bahan kajian pelaksanaaat&eglibidang
produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservas
menyiapkan penetapan sentra komoditas tanaman padga
hortikultura;

melaknakan bimbingan penggunaan pupuk dan pestisida
penggunaan alat dan mesin pertanian, seleksi &iaman,
pemanfaatan sumber sumber air dan irigasi, prodidesiih,
pengamatan, identifikasi dan pemetaan;

melaksanakan bimbingan pengembangan dan pembendayaa

kelompok tani dan gabungan kelompok tani;

[. melaksanakan ...
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I.  melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkah ben
tanaman, penyebaran bibit tanaman pangan dan tltutik, analisis
dampak kerugian organisme pengganggu tanaman, gieape
dukungan pengendalian, eradikasi tanaman sertaapgag dan
pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan petgalihan
wilayah kota;

m. mengidentifikasi kawasan produksi tanaman pangantikhltura
dan konservasi untuk penyusunan bahan kebijakan;

n. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pemabin
fasilitasi dan peralatan serta penanggulangan wadsatyakit di
bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dars&ovasi;

0. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyaporan
pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangankiituta dan
konservasi;

p. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang seksi produksi tanaman pangan, hortikutfarakonservasi;

g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan UnitjaKeti
lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah iRsowdan
Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronpedaksanaan
program;

r.  melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporarakpahaan
program seksi produksi tanaman pangan, hortikultwan
konservasi sebagai bahan pertanggungjawaban kepastn; dan

s. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dethggas pokok

dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Usaha

Pasal 9

(1) Bidang Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala i@jda
(2) Kepala Bidang Bina Usaha mempunyai tugas pokok keatekan
sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam bidangamian dan
Ketahanan Pangan lingkup pembinaan usaha.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maleia ayat (2),
Kepala Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :

a. menyusun ...
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menyusun rencana dan program lingkup pemasararpelaganan
usaha serta pasca panen dan pengolahan:

menyusun petunjuk teknis lingkup pemasaran darypeta usaha
serta pasca panen dan pengolahan;

melaksanakan pembinaan lingkup pemasaran dangpalayusaha
serta pasca panen dan pengolahan;

melaksanakan pengkajian, rekomendasi, pengawasam da
pengendalian penyelenggaraan usaha pertanian,ngleder, dan
perikanan; dan

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelapordakg@naan
lingkup pemasaran dan pelayanan usaha serta pasen mlan

pengolahan.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Usaha adalah sebaghut :

a.

menyusun rencana program di Bidang Bina Usaha barkian
kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanges) t
membagi tugas dan mengarahkan sasaran Kkebijakaad&ep
bawahan sesuai dengan program yang telah ditetagigar
pekerjaan berjalan lancar;

memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakgas
sesuai dengan rencana program yang telah ditetagg@nprogram
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

melaksanakan kajian kebijakan pertanian dan ketahgangan di
dalam lingkup pemasaran dan pelayanan usaha pasen mlan
pengolahan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencanearpr@gar
diperoleh hasil kerja yang diharapkan;

mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pemasadam
pelayanan usaha sebagai bahan rumusan kebijakan;

mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pascaemadan
pengolahan sebagai bahan rumusan kebijakan;

mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaanitarog,
evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Usaha;

mengkaji data rekomendasi, pengawasan dan pengandal
penyelenggaraan usaha pertanian, peternakan d&anzer sebagai
bahan perumusan kebijakan;

j. mengkaji ...
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J.  mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoringelatuasi serta
laporan di bidang Bina Usaha,;

k. mengkoordinasikan kegiatan pasca panen hasil pemtan
peternakan dan perikanan;

. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusanakaabijdi
bidang Bina Usaha;

m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPeHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

n. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dalappean

pelaksanaan program Bidang Bina Usaha sebagai bahan

pertanggungjawaban kepada atasan; dan
0. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dehggas pokok
dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagairdanaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Blsaémbawahkan :
a. Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha;

b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan.

Paragraf 1
Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha
Pasal 10

Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha dipimpin etmlarngy Kepala

Seksi.

Kepala Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha mempugas pokok

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidarg Bsaha lingkup

pemasaran dan pelayanan usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalemlal ayat (2),

Kepala Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha memfunga :

a. mengumpulkan dan menganalisa data lingkup pemasden
pelayanan usaha,;

b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pemasaranpdiayanan
usaha;

c. melaksanakan lingkup pemasaran dan pelayanan ugahg
meliputi bimbingan teknis penerapan pola kemitrdan fasilitasi
kerjasama usaha tani, penyediaan data informagir ks harga
komoditi hasil pertanian serta fasilitasi permodalgemasaran dan
promosi hasil pertanian, perikanan dan peternakan;

d. melaksanakan ...
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melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyaiaagg
usaha pertanian, peternakan dan perikanan; dan
melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kgmte@aan

lingkup pemasaran dan pelayanan usaha.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemasaran dan PelayasahaUadalah

sebagai berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan prograja #elingkup
Pemasaran dan Pelayanan Usaha sebagai pedomasapakak
tugas;

melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan desgan
rencana program yang telah ditetapkan agar progcapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bavemgan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan reraama
program sebagai bahan untuk penyempurnaan hagia kim
sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakagkulp
pemasaran dan pelayanan usaha;

menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran dan patayaaha;
menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kkassul
pelaksanaan lingkup pemasaran dan pelayanan usaha,;
menganalisa data untuk pelaksanaan kegiatan linglkaupasaran
dan pelayanan usaha;

mengidentifikasi kawasan pemasaran dan pelayanahausntuk
penyusunan bahan kebijakan;

menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pemarbin
penerapan pola kemitraan dan fasilitasi kerjasarsaha tani,
penyediaan data informasi pasar dan harga komuaktl pertanian,
perikanan dan peternakan;

menyusun dan menyiapkan bahan pengendalian darayasgn
usaha pertanian, perikanan dan peternakan untulgusen laporan
pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pelayanan usaha,
melaksanakan bimbingan teknis penerapan pola kaamitrdan
fasilitasi kerjasama usaha tani;

menyediakan data informasi pasar dan harga, sexsditdsi
permodalan, pemasaran dan promosi hasil pertap&aikanan dan
peternakan;

m. membuat ...
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m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Pemasaran dan Pelayanan Usaha;

n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPIeHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

0. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporarakpahaan
Kegiatan Pemasaran dan Pelayanan Usaha sebagain baha
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

p. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dehggas pokok

dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pasca Panen dan Pengolahan
Pasal 11

(1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan dipimpin olehngeepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan mempuwuggs pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidamg Bsaha lingkup
pasca panen dan pengolahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalesial ayat (2),

Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan mempungai f

a. mengumpulkan dan menganalisa data lingkup pascanpaan
pengolahan;

b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pasca padan
pengolahan;

c. melaksanakan lingkup pasca panen dan pengolahan pahputi
bimbingan teknis pengelolaan sarana, penerapanoltakndan
manajemen pasca panen dan pengolahan hasil partpetarnakan
dan perikanan, serta bimbingan penerapan standtapemgolahan,
transportasi, unit penyimpanan, sertifikasi serem#ésan hasil
pertanian, peternakan dan perikanan; dan

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporarakpahaan
lingkup pasca panen dan pengolahan.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengaddatah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan program kegkup
Pasca Panen dan Pengolahan sebagai pedoman pataktayes;

b. melaksanakan ...
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melaksanakan kegiatan dan membagi tugas kepadana@avsasuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan aggrgm dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bavekmgan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rergama
program sebagai bahan untuk penyempurnaan hagia k&an
sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

menyiapkan dan memeriksa data sebagai bahan pem@yusu
kebijakan pasca panen dan pengolahan;

menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen danlglesugo
menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kkassul
pelaksanaan pasca panen dan pengolahan;

menganalisa data untuk pelaksanaan kegiatan didpipasca panen
dan pengolahan;

mengidentifikasi kawasan pasca panen dan pengolahmok
penyusunan bahan kebijakan;

menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pemarbin
pengelolaan sarana, penerapan teknologi dan masajgrasca
panen serta pengolahan hasil pertanian;

menyusun dan menyiapkan bahan bimbingan penersgadas unit
pengolahan, tranportasi, unit penyimpanan, seasfiklan kemasan
hasil pertanian, peternakan dan perikanan;

membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
lingkup pasca panen dan pengolahan;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPIneFRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporarakpahaan
program Seksi Pasca Panen dan Pengolahan sebafjan ba
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dehggas pokok

dan fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Kelima
Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
Pasal 12

Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dipimpih &lepala Bidang.

Kepala Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian meggputugas

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok KepalasbDilabidang

pertanian dan ketahanan pangan lingkup pengawasatu fnasil
pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalemlal ayat (2),

Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian mempunyagsiu

a. penyusunan rencana dan program lingkup pengawasin masil
peternakan dan perikanan serta pengawasan mutl thaaman
pangan dan holtikultura;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan magsil
peternakan dan perikanan serta pengawasan mutl thaaman
pangan dan holtikultura;

c. pelaksanaan lingkup pengawasan mutu hasil petemadkan
perikanan serta pengawasan mutu hasil tanaman padga
holtikultura; dan

d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kuing
pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanam samgawasan
mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengawasan Mutu Hasiafan adalah

sebagai berikut :

a. menyusun rencana program Bidang Pengawasan Mutul Has
Pertanian berdasarkan kebijakan umum daerah selpag@man
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakaad&ep
bawahan sesuai dengan program yang telah ditetagearprogram
yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan delagaar;

c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksan&kges
sesuai dengan rencana program yang telah ditetagg@nprogram
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

d. memantau pelaksanaan kebijakan pertanian daeraki semcana
program untuk mencapai sasaran yang telah ditemtuka

e. mengevaluasi ...
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e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara

membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencanearpr@gar
diperoleh hasil kerja yang diharapkan;

f.  mengkaji bahan kebijakan teknis di Bidang Pengawa&atu Hasil
Pertanian sebagai bahan rumusan kebijakan;

g. mengkaji dan mengkoreksi bahan pedoman pembinaamifaring,
evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Mutsil Ha
Pertanian;

h. mengkaji data rekomendasi, pengawasan dan pengendal
penyelenggaraan usaha tanaman pangan, holtikulpetarynakan
dan perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan;

i. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoringelatuasi serta
laporan di bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian;

J.  melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pekks
Pengawasan Mutu Hasil Pertanian;

k. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusanakeebijdi
bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian;

[.  melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

m. melaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi darmappen
pelaksanaan program Pengawasan Mutu Hasil Perta@bagai
bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dehggas pokok
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagairdanaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengawdkatu Hasil

Pertanian membawahkan :

a. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan dan Penkana

b. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangan daikitionta.

Paragraf 1
Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan dan Penkana
Pasal 13

Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan dan Penkdipanpin oleh
seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala ...
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(2) Kepala Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan daikaRan

3)

(4)

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tuglask (Kepala

Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian lingkup gaemagan mutu

hasil peternakan dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalemlal ayat (2),

Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan dan Penkar@anpunyai

fungsi :

a.

pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasitu
hasil peternakan dan perikanan;

penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawas#o hasil
peternakan dan perikanan;

pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil peternakaped&anan
yang meliputi pengawasan pemotongan hewan, pengawdan
pengujian mutu hasil peternakan dan perikanan ysergdar dan
pengelolaan laboratorium kesehatan hasil peternd&arperikanan
serta alat dan mesin peternakan dalam rangka kesnazan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawastu hasil
peternakan dan perikanan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan Mutu Hasdriekan dan

Perikanan adalah sebagai berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan prograja &eBidang
Pengawasan Mutu Hasil Peternakan Dan Perikanan gaeba
pedoman pelaksanaan tugas;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sieugan
rencana program yang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bavemgan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rergama
program sebagai bahan untuk penyempurnaan hagia kim
sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakdndahg
pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan;

menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu getsiinakan
dan perikanan;

f. menyusun ...
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f.  menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kkassul
pelaksanaan bidang pengawasan mutu hasil peternakan
perikanan;

g. menganalisa data untuk bahan kajian pelaksanaaat&eglibidang
pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan;

h. melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pkaéerndan
perikanan.

i. mengidentifikasi kawasan dan melaksanakan pengawasatu
hasil peternakan dan perikanan dikawasan tersebutiuk u
penyusunan bahan kebijakan;

j.  melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengel@aaratorium
kesehatan hasil peternakan dan perikanan sertadalatmesin
peternakan dalam rangka kesehatan masyarakatnesteri

k. melaksanakan pengawasan pemotongan hewan dan ipenguitu
hasil peternakan dan perikanan yang berdar;

.  memberikan bimbingan pemantauan dan pemeriksaaenkiglan
sanitasi lingkungan usaha peternakan dan perikamayah Kota
Bandung;

m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan eldeaRan;

n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan UnitjaKeti
lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah iRsowdan
Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronpedaksanaan
program;

0. melaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi darmappen
pelaksanaan program Seksi Pengawasan Mutu Hasiindkan dan
Perikanan sebagai bahan pertanggungjawaban kefzesdenadan

p. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dehggas pokok

dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangan daikitionta
Pasal 14

(1) Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangan dankutiolta

dipimpain oleh seorang Kepala Seksi.
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(2) Kepala Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Paragarladltikultura

3)

(4)

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tuglask (Kepala

Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian lingkup gaemagan mutu

hasil tanaman pangan dan holtikultura.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalemlal ayat (2),

Kepala Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman ParagaRlartikultura

mempunyai fungsi :

a.

pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasitu

hasil tanaman pangan dan holtikultura ;

penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawas#no hasil

tanaman pangan dan holtikultura ;

pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil tanaman npataja
holtikultura yang meliputi pengawasan lalu lintasndpengujian
mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura yangedset

pengelolaan laboratorium pengujian mutu hasil tarapangan dan
holtikultura; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawastu hasil
tanaman pangan dan holtikultura.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan Mutu Hasiamhan Pangan

dan Hortikultura adalah sebagai berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan prograja #ebidang

Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangan daikioita

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan s#eugan

rencana program yang telah ditetapkan agar progcapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien;

memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bavemgan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rergama
program sebagai bahan untuk penyempurnaan hagia kim

sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijaayawasan
mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura;

menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan

evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu taesiman
pangan dan holtikultura;

f. menyusun ...
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f.  menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kkassul
pelaksanaan bidang pengawasan mutu hasil tanamegarpalan
holtikultura;

g. menganalisa data untuk bahan kajian pelaksanaaat&eglibidang
pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan holti&ultu

h. mengidentifikasi kawasan pengawasan mutu hasiihtangpangan
dan holtikultura untuk penyusunan bahan kebijakan;

i. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengelos@matorium
pengujian mutu hasil pengawasan mutu hasil tangmaagan dan
holtikultura;

j.  memberikan bimbingan pemantauan dan pemeriksaaenkiglan
sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan darkitutia;

k. mengupayan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikulturayav
Kota Bandung;

I.  menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pesniiserta
pengawasan lalu lintas dan pengujian mutu hasdntam pangan
dan holtikultura;

m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangen d
Holtikultura;

n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

0. melaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi darappen
pelaksanaan program Seksi Pengawasan Mutu Hasibniam
Pangan dan Holtikultura sebagai bahan pertanggwagjn kepada
atasan; dan

p. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai detggas pokok

dan fungsinya.
Bagian Keenam
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 15

(1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hpienpin oleh
Kepala Bidang.

(2) Kepala ...
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Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penliakitan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasl& Dinas
lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalelal ayat (2),

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewarpunyai

fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup pencegagmaldt dan
pengawasan lalu lintas hewan serta pemberantasgakpehewan;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan gianydan
pengawasan lalu lintas hewan serta pemberantasgakpehewan;

c. pelaksanaan lingkup pencegahan penyakit dan pesgawkalu
lintas hewan serta pemberantasan penyakit hewan; da

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kpaleman
lingkup pencegahan penyakit dan pengawasan lataslihnewan
serta pemberantasan penyakit hewan.

Uraian tugas Bidang Pencegahan dan PemberantasgakRélewan:

a. menyusun rencana program Bidang Pencegahan dareRertasan
Penyakit Hewan berdasarkan kebijakan umum daerdiagae
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijapad&®awahan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan agarjaan berjalan
lancar;

c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksantkgas
sesuai dengan rencana program yang telah ditetagg@nprogram
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

d. memantau pelaksanaan kebijakan pertanian daeglaisencana
program untuk mencapai sasaran yang telah ditemtuka

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencanearpr@gar
diperoleh hasil kerja yang diharapkan;

f. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang Pencagallan
Pemberantasan Penyakit Hewan sebagai bahan rukelsigakan;

g. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaanitariog,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan damhdPamtasan
Penyakit Hewan;

Cara
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mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaanitaring,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan damhdPamasan
Penyakit Hewan;

mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoringelaruasi serta
laporan di bidang Pencegahan dan Pemberantasaakitedgwan,
lalulintas hewan serta pengawasan obat hewan;

mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring @lauasi serta
laporan di bidang Pencegahan dan Pemberantasaakitdigwan;
melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pe&dsa
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

membuat telaahan staf sebagai bahan perumusanakaabijdi
bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPIIneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dalappen
pelaksanaan program Bidang Pencegahan dan Penasamant
Penyakit Hewan sebagai bahan pertanggungjawabatd&egasan;
dan

melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dehggas pokok

dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasan Lads lH@&wan

Pasal 16

Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasan LalusLiH&awvan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasaribgs Hewan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tuglask Kepala

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hdéwgkup

pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintasrhewa

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalemlal ayat (2),

Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasan LalusLiH&wvan

mempunyai fungsi :

a.

pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penaegadnyakit
dan pengawasan lalu lintas hewan;

penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegpbayakit dan
pengawasan lalu lintas hewan,;

c . pelaksanaan ...
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c. pelaksanaan lingkup pencegahan penyakit dan pesgawkalu
lintas hewan yang meliputi pengamatan, penyidilepigdemiologi
dan pemetaan penyakit, vaksinasi hewan dan pengavais lintas
hewan yang keluar/ masuk Kota serta pengawasarhetatn; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penaagpényakit
dan pengawasan lalu lintas hewan.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dagai®asan Lalu

Lintas Hewan adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progeaja di bidang
seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasan Lals liéavan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawalsarai seengan
rencana program yang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksnakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tegama rencana dan
program sebagai bahan untuk menyempurnaan hagaé kizm
sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

d. memeriksa data sebagai penyusun bahan kebijakabidang
pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintasrhewa

e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan Hasibmaomean dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan pengakgiethgawasan
lalu lintas hewan;

f. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dansuttasi
pelaksanaan bidang pencegahan penyakit dan pereyala#is lintas
hewan;

g. melaksanakan pengawasan, penyidikan, epidemdéog pemetaan
penyakit, vaksinasi hewan dan pengawasan laluslihtavan yang
keluar/masuk kota serta pengawasan obat hewan;

h. menganalisa data untuk bahan kajian pelaksakegiatan di bidang
pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintasrhewa

i. mengidentifikasi kawasan pencegahan pehydkRh pengawasan
lalu lintas hewan untuk penyusunan bahan kebijakan;

j.  memeriksa data sebagai penyusun bahan kebijakabidang
pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintasrhewa

k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajianjakabi umum di

bidang pencegahan penyakit dan pengawasan |&hs rewan;

I. melakukan ...
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I.  melaksanakan monitoring evaluasi dan pelapopmtaksanaan
program seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasariibtas
Hewan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada;atasa

m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuaadedngas pokok dan
fungsinya,

n. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggoinaiahewan
tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewéayah kota;

0. memberikan bimbingan peredaran obat hewan dingkpo, toko,
kios dan pengecer obat hewan wilayah kota;

p. melaksanakan pemeriksaan penanggung jawab Wwilata;
memberikan bimbingan penyimpanan dan pemakdianhewan;

r. melaksanakan penerbitan rekomendasi bidang ¢leatan di
wilayah kota;

S. melaksanakan penertiban penyimpanan mutu dabaiean bentuk
obat hewan wilayah kota;

t. memberikan bimbingan pemakaian, penyimpanamggeaan
sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologtsk hewan
wilayah kota;

u. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKiP&nerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

v. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sedeagan tugas pokok

dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan
Pasal 17

Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan dipimpin olelhasg Kepala

Seksi.

Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tygsek

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala BidangeBahan dan

Pemberantasan Penyakit Hewan lingkup pemberanpessakit hewan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanakdiudapada ayat (2),

Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pentbsean
penyakit hewan;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembesantpenyakit
hewan;

c. pelaksanaan ...
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pelaksanaan lingkup pemberantasan penyakit heyaaig meliputi
eliminasi, depopulasi, karantina, pengobatan diayeih endemi
penyakit menular serta pemberantasannya; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penfaseanpenyakit

hewan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberantasan Pemyakian adalah sebagai
berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan prograja #ebidang
pemberantasan penyakit hewan sebagai pedoman gedakstugas;
menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan s#sogan
rencana program yang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bavemgan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan reraama
program sebagai bahan untuk penyempurnaan hagia kim
sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakdndahg
pemberantasan penyakit hewan;

menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberantasan pehgalan;
menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kkassul
pelaksanaan bidang pemberantasan penyakit hewan;
menganalisa data untuk bahan kajian pelaksanaaat&eglibidang
pemberantasan penyakit hewan;

mengidentifikasi kawasan pemberantasan penyakitahewntuk
penyusunan bahan kebijakan;

memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakdndahg
pemberantasan penyakit hewan;

menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan bidang pemberantasan penyakit hewan;
melaksanakan observasi hewan tersangka rabiesjnaiimdan
depopulasi

membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang pemberantasan penyakit hewan;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPIIneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

n . melaksanakan ...
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melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporarakpahaan
program seksi pemberantasan penyakit hewan seblagfaan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dehggas pokok

dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 18

(1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oletpdda Bidang.

(2) Kepala Bidang Ketahanan Pangan yang mempunygast pokok

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinadgadigi pertanian

dan ketahanan pangan lingkup Ketahanan Pangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanaadkud pada ayat (2),

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana dan program lingkup Kketersedidam
penganekaragaman pangan, serta keamanan dan mganpa
penyusunan  petunjuk teknis lingkup ketersediaan dan
penganekaragaman pangan, serta keamanan dan mganpa
pelaksanaan lingkup ketersediaan dan penganekaaagpangan,
serta keamanan dan mutu pangan, dan

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan palaan lingkup
ketersediaan dan penganekaragaman pangan, senwari@a dan

mutu pangan.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangalaladebagai berikut :

a.

menyusun rencana program Bidang Ketahanan Parmgdadarkan
kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksangeas t
membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakpad&e
bawahan sesuai dengan rencana program yang tédahpitan agar
pekerjaan berjalan lancar;

memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakgas
sesuai dengan rencana program yang ditetapkarpeaguam dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangserta
keragaman konsumsi pangan masyarakat;

e. menyelenggarakan ...
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menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksan
peningkatan produksi dan produk berbahan baku;lokal
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
pengembangan penganekaragaman produk pangan;
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebkibat
menurunnya ketersediaan pangan;

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
identifikasi cadangan pangan masyarakat;

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompanraangan
tingkat kota,

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
pencegahan dan penanggulangan masalah pangan isekdgd
menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
identifikasi dan pengembangan infrastruktur distsitpangan kota,
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
pencegahan dan penanggulangan masalah pangan isekidgd
menurunnya akses pangan;

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilk
masyarakat kota;

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
identifikasi pangan pokok masyarakat;

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
peningkatan mutu konsumsi masyarakat;

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
pengawasan mutu dan keamanan produk pangan maatyarak
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksaaaalisis
mutu, gizi dan keamanan pangan produk pangan nastar
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksaaaalisis
mutu dan gizi konsumsi masyarakat;

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
pembinaan dan pengawasan produk pangan segar loldkapaskala
kecil/rumah tangga;

u. melakukan ...
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u. melakukan ldentifikasi Lembaga Swadaya Masyarak&M) dan
Tokoh Masyarakat kota penyelenggara monitoring p@mbinaan
pelaksanaan program;

v. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota;

w. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
pengembangantfust fund “ tingkat kota;

X. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksana
pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pakafan

y. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusanalesbi
dibidang ketahanan pangan;

z. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

dd. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dalappen
pelaksanaan program Bidang Ketahanan Pangan sebaban
pertangungjawaban kepada atasan; dan

bb. melaksanakan tugas lain dari pimpinans sesersgath tugas pokok
dan fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsigseim@ana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang KetahaRamgan,
membawahkan :

a. Seksi Keamanan dan Mutu Pangan;

b. Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan;

Paragraf 1
Seksi Keamanan dan Mutu Pangan
Pasal 19

(1) Seksi Keamanan dan Mutu Pangan dipimpin oleh sgdfapala Seksi.
(2) Kepala Seksi Keamanan dan Mutu Pangan mempunyas tpgkok
melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidatgh&ean Pangan
lingkup keamanan dan mutu pangan.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalesial ayat (2),
Kepala Seksi Keamanan dan Mutu Pangan mempunygsifun
a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup keamdaammutu
pangan;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keamaram mutu
pangan;

c. pelaksanaan ...
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pelaksanaan lingkup keamanan dan mutu pangan yagigpuimn
keamanan dan mutu pangan; dan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup keamdaanmutu

pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Keamanan dan Mutyd&tamadalah sebagai
berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan prograja ¢tebidang
Keamanan dan Mutu Pangan sebagai pedoman pelakdagas;
menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahani siEsgan
program dan rencana kerja yang telah ditetapkan @ggram dan
rencana kerja dapat dilaksanakan secara efektiéfisian;
memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bavemgan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan agkega yang
ditetapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan kegd dan
sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebigikaidang
Keamanan dan Mutu Pangan;

menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan dan mujaman
menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan bidang keamanan dan mutu pangan;

menganalisa data untuk bahan kajian pelaksanaarbidiing
ketahanan dan mutu pangan;

mengidentifikasi keamanan dan mutu pangan untukyyseman
bahan kebijakan;

melaksanakan sosialisasi keamanan dan mutu pangan;
membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijaknum di
bidang keamanan dan mutu pangan;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPIneFRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporarakpahaan
program dan rencana kerja Seksi Keamanan dan Mahga®
sebagai bahan pertangungjawaban kepada atasan; dan
melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dehggas pokok

dan fungsinya.

Paragraf ...
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Paragraf 2
Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan.
Pasal 20

(1) Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangapitigileh seorang

Kepala Seksi

(2) Kepala Seksi Ketersediaan dan PenganekaragamararPamgmpunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok l&epalang

Ketahanan Pangan lingkup ketersediaan dan pengagekaan pangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanakdudapada ayat (2),

Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangarumeaijoingsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketasseddan
penganekaragaman pangan;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keteraedialan
penganekaragaman pangan;

c. pelaksanaan lingkup ketersediaan dan penganekasaggangan
yang meliputi ketersediaan dan penganekaragamangliputi
sumberdaya dan produksi pangan, serta penganekeaagaroduk
pangan; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup keieeeddan
penganekaragaman pangan.

(4) Uraian tugaKepala Seksi Ketersediaan dan PenganekaragamamrPang
adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograja éiebidang
Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan selsiyangn
pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan s#sugan
program dan rencana kerja yang telah ditetapkan @ggram dan
rencana kerja dapat dilaksanakan secara efektiéfisian;

c. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bavesmgan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rekegaaang
ditetapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan kega dan
sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

d. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakdndahg
ketersediaan dan penganekaragaman pangan;

€. menyusun ...
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e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan darampekeyagaman
pangan;

f.  menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kassul
pelaksanaan bidang ketersediaan dan penganekaragamgan;

g. menganalisa data untuk bahan kajian pelaksanaarbiding
ketersediaan dan penganekaragaman pangan;

h. mengidentifikasi ketersediaan dan penganekaraggaagan untuk
penyusunan bahan kebijakan;

i. melaksanakan sosialisasi ketersediaan dan pengagekaan
pangan;

j. melaksanakan pengembangan sumberdaya produksi rpataya
penganekaragaman produk pangan;

k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang ketersediaan dan penganekaragaman pangan;

I.  melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPeHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporarakpahaan
program seksi, kegiatan di bidang Ketersediaan dan
penganekaragaman pangan sebagai bahan pertanggaingga
kepada atasan; dan

n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dehggas pokok

dan fungsinya.

BAB IlI
UPT
Pasal 21

Tugas Pokok, fungsi, uraian tugas dan Tata Kerfagd®aOrganisasi UPT pada

Dinas akan diatur dan ditetapkan oleh Peraturalik@é{a tersendiri.

BAB ...
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masibigas Daerah
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakaa sebagian
tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisag glibutuhkan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasasedengan peraturan
perudang-undangan;

(3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh segratenaga fungsional
senior yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keput&pala Dinas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepalas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,ake@JPTD dan
Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan iprinsoordinasi
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungaasimg -masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, sestansi lain di luar Dinas,
sesuai dengan tugas pokok.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memgawawahannya masing -
masing dan bila teijadi penyimpangan agar mengatalpigkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundandangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggwadja memimpin dan
rnengkoordinasikan bawahan masing-masing dan métahebimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib merigikan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing - masingmenyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunva.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan aatwrganisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagdiarbauntuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberigatunjuk kepada

bawahan.
(6) Dalam ...
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(6) Dalam penyampaikan laporan kepada atasan, tanblaporan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang raseéangsional
mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satugemisasi dibawabnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawaiasmg-masing,

wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan laandagerja bagi

satuan- satuan Organisasi di lingkungan Dinas daitbwntuk dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,amak

1. Ketentuan Pasal 235 sampai dengan Pasal 250 Reraitalikota Bandung
Nomor 475 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Flargsi Satuan
Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung; dan

2. Ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Peraakkota Bandung
Nomor 458 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Flargsi Satuan
Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Dewan PiswaRakyat Kota
Bandung.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...
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Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahgangundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalamtaB Daerah Kota

Bandung.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2010

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 31



